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A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara bekembang, bangsa Iredotetah
melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidapamal yang perlu
dilanjutkan dengan dukungan dan potensi masyarakajar proses
pembangunan selanjutnya berjalan dengan lancal) pelanya hubungan
yang selaras dan serasi serta seimbang antara ramgdgendapatan dan
Belanja Negara secara dinamis dan proporsionaimdatagka pelaksanaan
pembangunan yang bertanggungjawab sebagai salah Eatwwujudan
kewajiban kenegaraan yang merupakan peran darasdirdalam pembiayaan
pembangunan nasional. Upaya dalam meningkatkan gegnban yang
berkesinambungan membutuhkan pembiayaan yang deegar yang berasal
dari sumber-sumber pendapatan negara, yang saialdisataranya adalah
dengan menggali sumber dana yang berasal dari aedgeri yaitu pajak.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pajak mkampaumber
penerimaan utama negara yang digunakan untuk meganbpengeluaran
pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang d#laggaran Penerimaan
dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan paja&rupakan
penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakinrnyasgengeluaran
pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menupémingkatan

penerimaan negara yang salah satunya berasaleshatimaan pajak.



Jumlah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yateyus
meningkat setiap tahun merupakan sinyal positif ukintmemperkuat
perekonomian dalam negeri. Untuk menopang perek@msuatu negara,
UMKM memiliki keunggulan karena tidak tergantunglpgasar modal dunia
sehingga dapat bertahan menghadapi krisis ekondwbialg UMKM juga
memberikan beberapa manfaat bagi perekonomian dalageri yaitu
menyediakan lapangan kerja, sumber Product Dom&stito (PDB) dan
penerimaan negara melalui pajak. Pemerintah teklakukan banyak usaha
untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Contohnyangde
mempermudah persyaratan kredit untuk UMKM, penyga@naan pameran
untuk produk UMKM di beberapa daerah, dan himbapada masyarakat
untuk tidak malu menggunakan produk dalam negeangyberasal dari
UMKM.

Sebagai badan usaha, UMKM tidak luput dari kewajibarpajakan.
Produk hasil UMKM tetap dikenakan Pajak Pertambakda (PPN) sesuai
peraturan yang berlaku. Pemilik UMKM juga dikenak@ajak Penghasilan
(PPh) apabila memiliki pendapatan melebihi Pendapdidak Kena Pajak
(PTKP). Besarnya pajak penghasilan yang harus dibagmilik UMKM
adalah sebesar sebesar 1% atas omzet setiap taénatuian Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013). Pajak penghasilan ini bersifat
final dan merupakan penyederhanaan atas peratueBelusinya yang
mengikat pemilik UMKM dengan aturan pajak penglasisama seperti

karyawan atau jasa profesional.



Penerimaan dari sektor pajak dapat maksimal darasdengan target
yang ditentukan apabila didukung oleh adanya ine¢ssi dari wajib pajak
terkait dengan apa yang menjadi tanggungjawabnggattepemahaman yang
baik, sehingga pajak yang dibayarkan bukan merupakatu beban, tetapi
sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan seselgah ketentuan yang
berlaku didalamnya. Meski demikian, masih banyakbmaajak yang kurang
memahami apa yang menjadi ketentuan terkait pagalg yditanggungnya
sesuai dengan jenis usaha yang dilakukannya.

Mohammad Zain (2003:9) mengemukakan bahwa setiap
permasalahan, baik yang menyangkut sikap dan tamdaWajib Pajak,
maupun yang menyangkut sikap dan aparatur perpgjakdara lain sebagai
berikut :

1. Bahwa Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayjak gang terutang
sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkarhdetentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

2. Bahwa Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkgaktax evasion)
yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang selmgal sepanjang
Wajib Pajak tersebut mempunyai alasan yang memuokgki bahwa
akibat dari perbuatannya itu kemungkinan besar kadidak akan terjerat
hukum serta yakin bahwa rekan-rekannya melakukbyamg sama.

3. Bahwa para Wajib Pajak tidak takut akan ketetapatapan dan denda-

denda pajak dan memanfaatkan kelemaham-kelemaHam garpajakan.



4. Bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mempengaruhi apajak dengan
bujukan-bujukan dan godaan-godaan.

5. Bahwa administrator pajak memiliki keengganan yamgndasar untuk
meninjau kembali kesalahan-kesalahan yang terdigastn keputusan dan
surat edaran yang dibuatnya sendiri.

6. Bahwa petugas pajak sering bertindak berlebihareltel fungsi dan
kewenangan yang diberikan kepadanya dan acapkahtplai dalam

Untuk itu perlu kiranya wajib pajak untuk memahauatu ketentuan
peraturan perundang-undangan perjajakan agar degaadi jelas diperlukan
suatu penafsiran. Penafsiran atau interpretasiyyara perundang-undangan
adalah mencari dan menetapkan pengertian atasddalilyang tercantum
dalam Undang-undang sesuai dengan yang dikeherdghki yang dimaksud
dengan Undang-undang. (Suroso, 2009:97).

Sebagai salah sumber penerimaan negara yang speg@ig dan
paling besar dalam menopang pembiayaan pembangbeadaknya pajak
bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan keldadugkonomi dan sosial
sehingga menuntut adanya perbaikan baik secaraemsist maupun
operasional. Tuntutan akan peningkatan penerinpabaikan dan perubahan
mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadanaldisakukannya
reformasi perpajakan dari waktu ke waktu (Rapink, @011:2). Reformasi
perpajakan di indonesia dimulai pada tahun 198fada pemungutan pajak
menganutSelf Assessment System secara penuh yang menggantikafiicial

Assessment System.



Penerimaan atau pendapatan pajak negara akan rkeatnjikg tingkat
kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam mngankpajak tinggi.
Artinya jika semua wajib pajak yang ada memilikipkuhan dalam
membayar pajak maka pembangunan akan terlaksantadgat penerimaan
pajak tahun berjalan dapat tercapai. Namun, MarguRomulus (2003) dalam
penelitiannya menemukan bahwa rata-rata 51% wajdikpadan melaporkan
pajak terutangnya secara tidak benar dan sejumlajib wajak pribadi
melaporkan pajak terutangnya secara tidak benand,i2008:186). Hal ini
mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pejakih rendah.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatulsatara
bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkark, pagperti tax
evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran
dana pajak ke kas negara. Kepatuhan dalam perpajadskaitan dengan
mengisi, melapor dan membayarkan pajak terutandgaggan benar dan tepat
waktu. Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercgmbila wajib pajak
telah memahami akuntansi yang berkaitan denganitypegian pajak dan
ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi y&ag diperoleh jika
tidak membayar pajak. Hal ini sejalan dengan haghelitian Diniaty
(2011:106) yang menyimpulkan bahwa pemahaman aksintian ketentuan
perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadgatiéhan wajib pajak
badan.

Di dalam proses penetapan pajak sering timbul sgagkajak antara

wajib pajak dan otoritas pajak. Sengketa ini biselmhbkan oleh perbedaan



penafsiran atas ketentuan perpajakan, perbedaaahpeman ata ketentuan
perpajakan, perbedaan sudut pandang dalam memsiai gakta, dan bisa juga
karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembukirdnk menyelesaikan
sengketa seperti ini, Undang-undang memberikangrkapada wajib pajak
untuk mengajukan proses keberatan.

Beberapa penelitian tentang praktek akuntansi igarapada UMKM
menunjukkan bahwa masih rendah dan memiliki barkg&mahan (Suhairi
& Wahdini, 2006; Raharjo & Ali, 1993; Benjamin, 1®9Muntoro, 1990
dalam Mutiah et al,2011). Pihak bank dan fiskusng&ali mengeluhkan
ketidak mampuan dan atau kelemahan-kelemahan UMK menyusun
laporan keuangan. Dari beberapa hasil penelitiag yaenunjukkan kesulitan
atau kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangzaka akan
membawa dampak dalam menentukan jumlah penghastza pajak. Selain
sebagai alat untuk mengetahui perkembangan usahardak kepentingan
stakeholders, laporan keuangan juga merupakan sundaéa untuk
menghitung pajak. Dalam praktik, sangat sering lwppjak masih bertanya
berapa pajak yang harus dibayar. Padahal pemersutdah mengeluarkan
kebijakan sistem pemungutan pajak yang memberikaing bagi Wajib Pajak
untuk menentukan sendiri pajak yang harus dibayaitu menghitung,
membayar dan melaporkan sendiri pajak yang teruttag yang dikenal
dengan sistem pemungutan pagalk assessment system.

Diberlakukannya sistem penghitungan pagel assessment system,

sepertinya menambah kebingungan wajib pajak khysussiMKM yang



notabene masih sederhana dalam pembukuannya daoritasymasih

melakukan pencatatan. Berdasarkan fenomena yandcerbeang di

masyarakat menunjukkan bahwa, UMKM masih sederhdalam hal

perlakuan akuntansinya, maka kemungkinan besarapatd berbagai
penafsiran atau penginterpretasian terhadap keavajilperpajakannya.
Berdasarkan penelitian kuantitatif Ekawati dan Rath (2008) yang
melakukan survey terhadap pemahaman dan kepatulafibh Pajak UMKM

di Kota Yogyakarta, maka penelitian ini mencobaakekan pengembangan
dengan menganalisis Wajib Pajak UMKM yang terdagatKabupaten

Sukoharjo menggunakan metode kualitatif.

Terkait interpretasi terhadap berbagai ketentuahkaite kewajiban
pajak khususnya wajib pajak UMKM, mampu memberikiovongan dari
wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajibanngagdn membayar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan memperhatikan penelitian Mutiara Mutiah, d@011),
penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupéeskipun demikian
terdapat perbedaan antara penelitian ini dengaelipan Mutiara Mutiah,
dkk (2011). Perbedaan ini terletak pada periodeslgean, dimana periode
penelitian Mutiara Mutiah, dkk (2011), adalah taf012-2013, sedangkan
periode penelitian ini yaitu tahun 2013-2014. Seldu pelaksanaan lokasi
penelitian juga berbeda, dari penelitian sebelumggag dilakukan di
Kabupaten Bangkalan, maka dalam penelitian ini kdkan di daerah

Kabupaten Sukoharjo.



Pengambilan UMKM sebagai objek penelitian karena KM
mempunyai peranan yang strategis dalam pembangtabimi ditunjukkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang NastthHPI{) 2005-2025.
Untuk memperkuat daya saing bangsa, salah satyakabi pembangunan
jangka panjang adalah memperkuat perekonomian dimdmerbasis
keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulkompetitif.
Perwujudan kebijakan ini salah satunya melalui perigangan UMKM.
Selain itu, dengan dikeluarkannya Instruksi Prasil®emor 6 Tahun 2007
tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil damaUséikro Kecil
Menengah (UMKM), menunjukkan makin kuatnya posidiKM dalam
kebijakan pembangunan nasional (Rahmana, 2009).

Di daerah Kabupaten Sukoharjo khususnya di Desaarito
Kelurahan Madegondo Kecamatan Grogol banyak teadasywlustri kecil
yang berbasis rumah tangga pada produksi tahup&asedah menjadi cirri
khas dari Kelurahan Madegondo, maka daerah ini pésherintah Kabupaten
Sukoharjo dijadikan sebagai sentra industri pendruaahu di Kabupaten
tersebut.

Tahu yang diproduksi di Desa Karanglo tidak hanyaki memenuhi
permintaan warga sekitar, namun juga dikirim ke Weerah. Alasan mereka
memilih jenis usaha produksi tahu ini karena prodo&reka merupakan
produk yang setiap hari dikonsumsi hampir semugdapmasyarakat suka
dan mampu membelinya, dan pembuatannya yang refaidah. Alasan

tersebut yang menjadikan para pengusaha menjalankaha pembuatan



pangsit bersama seluruh anggota keluarga menjadiggeeak roda
perekonomian dalam sebuah keluarga di wilayah kaleapSukoharjo.

Sebagai salah satu kewajiban atas usaha pembuatandi desa
Karanglo yang termasuk dalam kategori UMKM adaletv&jiban membayar
pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkalaksanaan terhadap
kewajiban membayar pajak tersebut dipengaruhi atinya interpretasi atau
pemahaman dari masing-masing wajib pajak, sehidgtam pelaksanaannya
sering muncul berbagai tanggapan yang berbedawdgih. Hal ini secara
tidak langsung tentunya akan memberikan pengaruteriiadap optimalisasi
wajib dalam membayar kewajiban pajaknya dalam mangnkeberlansung-
an UMKM khususnya produksi tahu di desa Karanglo.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini ditujukatuk mengetahui
bagaimana penafsiran atau penginterpretasian wajgk UMKM pembuatan
Tahu di Desa Karanglo terhadap pajak. Dengan damikkan diketahui
tingkat pemahaman Wajib Pajak UKMK Tahu terhadapp@ekan dan
kinerja dari aparat pajak dalam upaya meningkaplkarerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik umbgkigkaji lebih jauh
dengan mengambil judul skripsi “INTERPRETASI PAJAIDAN
IMPLIKASI WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus Pengusaha Tathu Ds.

Karanglo RT 02 RW 08 Madegondo, Grogol — Sukoharjo)
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumpsanasalahan yang
penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah saldagyikut :

1. Bagaimanakah interpretasi pajak menurut wajib p&jdkKM Produksi
Tahu Desa Karanglo, Kelurahan Madegondo, Keamatamwgdb
Kabupaten Sukoharjo?

2. Bagaimanakah implikasi menurut wajib pajak UMKM é&uksi Tahu
Desa Karanglo, Kelurahan Madegondo, Keamatan Gré@dlupaten

Sukoharjo?

C. Tujuan pendlitian
Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujugogean skripsi
ini adalah :

1. Untuk mengetahui interpretasi pajak menurut wajigjab UMKM
Produksi Tahu Desa Karanglo, Kelurahan Madegondankatan Grogol
Kabupaten Sukoharjo.

2. Untuk mengetahui implikasi terhadap pajak menurajimpajak UMKM
Produksi Tahu Desa Karanglo, Kelurahan Madegondankatan Grogol

Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian
Selain beberapa tujuan di atas, penelitian ini rdiblean dapat

memberikan beberapa manfaat, diantaranya :
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1. Manfaat Teoritis
Bagi pengelola pajak di Kabupaten Sukoharjo, haeiielitian mengenai
interpretasi pajak, dan implikasi terhadap pajakunet wajib pajak usaha
mikro, kecil dan menengah, diharapkan akan menjsalah satu
pertimbangan yang dapat dijadikan referensi untekgambil kebijakan-
kebijakan yang berhubungan dengan penarikan padi pJsaha Mikro,
Kecil dan Menengah khususnya dibidang produksi tsdlbagai upaya
peningkatan Pendapatan Daerah

2. Manfaat Praktis
Bagi akademisi dan peneliti, dapat memberikan Kounsr pemikiran dan
referensi penelitian-penelitian yang sejenis urgakgembangan literatur
secara empiris mengenai peningkatan pendapataahdasglalui sektor
pajak dengan mengetahui interpretasi pajak danikagphya pada wajib

pajak sektor UKMK.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran mengenai alur dari Skiips maka
perlu dikemukakan sistematika sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan, merupakan bab awal yang beeisiahg latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penglihanfaat penelitian
dan sistematika skripsi.

BAB Il Landasan Teori. Bab ini berisi tentang tiga umum tentang

pajak, interpretasi wajib pajak, dan kewajiban dak wajib pajak UMKM
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BAB lll Metode Penelitian. Bab ini berisi tentangriangka pemikiran,
data dan sumber data serta metode analisis data.

BAB IV Pelaksanaan Dan Hasil Penelitian Bab iniidietentang
gambaran umum Kantor Pajak Kabupaten Sukoharj@, danh analisis data
yang berisi tentang Interpretasi Pajak Dan Implikd&jib Pajak Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Sukoharjo”

BAB V Penutup. Merupakan bab terakhir yang berisntdang

kesimpulan dari pembahasan skripsi dan saran-garapdisampaikan.



